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The backdrop to this research is the existence of dissatisfaction that has become pervasive among many
local governments, producers of oil and gasin Indonesia, towards unjust oil and gas Revenue Sharing Fund
(DBH) between central and local governments. To that end, the main objective of thisresearch isto
formulate a Revenue Sharing Fund of oil and gas production that isjust for all parties by using a Rights-
Based Approach (RBA). To provide the basis for the formula, the study uses qualitative method and the data
collection techniques are in-depth interviews, FGD, and document analysis (desk study). The findings
recommend two scenarios. The first scenario posits indigenous communities under two possibilities, i.e.
either conferring share ownership in oil and gas business or the right to lease land in areas where oil and gas
production occurs. The second scenario isto calculate oil and gas revenue sharing fund on the basis of
governmental tier in ajust and proportional manner, starting from the provincial, district, sub-district,
village, and kampong levels, particularly for native and indigenous communities who are producers and
non-producers of oil and gas.

<br><br>

Studi ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi
penghasil minyak dan gas (migas) terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak adil antara
pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utamadari kajian ini adalah untuk merumuskan formula
DBH Migas yang adil bagi semua pihak dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Hak. Untuk
merumuskan formulatersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan
datanya adalah wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan
dua scenario sebagai rekomendasi. Skenario pertama menempatkan penduduk asli atau masyarakat adat di
bawah dua kemungkinan yakni ikut menjadi pemilik saham bisnis migas atau hanya menyewakan tanah
yang di dalamnya mengandung migas. Skenario kedua adalah menghitung perolehan DBH sesuai level
pemerintahan secara proporsional mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan masyarakat
adat baik yang menjadi penghasil maupun bukan penghasil migas.
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